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INTISARI

Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan Terkait Dengan Kesejahteraan Buruh

Oleh : Nastiti Retno Larasati

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis
dasar pertimbangan yang digunakan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 argumentasi yang dipakai buruh serta pengusaha untuk
menolak atau menerima peraturan ini, dan apakah kesejahteraan buruh sudah
dapat tercapai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan
melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian
lapangan guna memperoleh data primer. Selanjutnya data yang terkumpul
dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan
pembentukan peraturan ini adalah pemerintah ingin menciptakan sistem
pengupahan yang adil, sederhana, dan terproteksi. Buruh menolak adanya
peraturan ini, sedangkan pengusaha sebagian menerima dan sebagian menolak.
Peraturan ini belum secara optimal mendukung peningkatan kesejahteraan buruh.
Hal ini dikarenakan ada beberapa kebijakan baru dalam peraturan ini yang
kontradiktif dengan tujuan pembentukan peraturan ini.
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ABSTRACT

Judicial Review of Government Ordinance of Wages No. 78/2015 Associated
With Workers’ Prosperity

By - Nastiti Retno Larasati

This research was conducted in order to identify and analyze the basic
aspects that are considered in establishing Government Ordinance of Wages No.
78/2015, the workers’ and employers’ argumentations to reject or accept the
government ordinance, and could this government ordinance fulfill worker’s
prosperity.

This research using empirical judicial approach, data were collected
through library research to obtain secondary data and field research to obtain
primary data. Furthermore, the data were analyzed by descriptive qualitative
analysis.

From this study it can be concluded that the basic aspects to be considered
in establishing this government ordinance is the government wanted to create a
fair, simply, protected wage system. Workers refused the entry to force of this
government ordinance, while employers were partially accept and partially
refuse. This Government Ordinance has not been optimally support the
improvement of workers’ prosperity because of several policies in this
government ordinance is contradictory with goal of establishing it.
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